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Badan Otoritas Proteksi Data Dibentuk lewat Perpres

KOMISLEDFPR dan pemerintah
menyepakati bentuk payung
hukum pelaksana pemben-
tukan badan otoritas peng-
awasan dalam Rancangan
Lindang Undang Perlindungan
Diatin Pribadi (RUU PDE). Ba-
dan ter=ebut bakal dibentuk
dengan peraturan prasiden
[perpres).

Anggota Komisl 1 DPE Fraksi
FES Sukiamla mengalakin se-
Livmmaa i silinh satu substans
vang alot dibahas. vaitu soal
hadan otoritas pengawasan
akibat beda pandangan antara
DFE dan pemerintah. Dalam
prmbabasan maralon pekan
iniakhirnya sudah didapatkan

lesepakatan

“Tyinsuadih ada kesepakiatan,
Lembaga akan dibentuk de-
ngan peraturanprasiden. Arti-
nya. it tergantung presiden,”
ungkap Sukamta, di [akarta,
ki,

la mengatakan Komisi [
DPE telah merampungkan
pembahazan Dafrar Inventa-
ris Masalah (DIM) RUL PIRE,
Belanjulnya, pembahaszan
sinkronisisi dan peoumusian
akan dilakukan pada Juli men-
datang.

“DIna sudah dibahas sermoa,

Tinggal mencermari ulang,

kinlaw ada yang kelewatan
dan sinkronisasi juga harmon-

Lsasl,” ungkap Sukamia.

Pembahasan terus dikebur
agar bisa dizelesaikan akhir
masd sidang tahun ini dran
awil masa sidang ke depan.
Komisi [ DFE Fraksl Partai
MasDiern Muharoroad Farbim
menerangkan meski DI BUU
POP telaly rampung dibahas,
prnsas salanjummya, vakn sink-
Pomvisash dan perumusan. tidak
bigi dilakukan lerburu-buru.
Tuhopan ity membutuhkan
kacermatan dan fokus yang
ekztra agar dapar menghasil-
kan aturan yang baik dan
mengakomodas) semua per
linndungin

“O18 swdah selesai dibahas,

raps btk seakeu dehik hanyak
uittuk sinkrongsast dan pero-
musan, autur Farhan.

Karena kebutuhan waktn
vang panjang, fanjut Farhan,
Kerua DPH sudahmemberikan
Wikt perpanjangan setelah
masd sidang kali ini.

Pembahazan DIM RUU FOEP
telah dilakukan selama sepa-
lean sepak 13 Jum ladu. Dakarm
prmbahasan tersebul lerda-
gt breberapa poin yang kru-
sial yang kemudian ditunda,
sEpert lembaga pengawas
pengelala data prikadi, lokasi
datn cenfer, serta dara agre
gl

Terkait dengan lokasi pusart

data, Kamisl 1 DFR meng
inginkanoya berada di da-
lam negeri untuk menjamin
keamanan data pribadiwarga
negara Indonesia.

Penelitl Center for nde
nesian Policy Studies (C1P5)
Fingkan Audrine mengatakan
pengasahan RUDU POF akan
memperteras tangrung jawah
prengettdali data pribadl unnuk
menjiga keamanan data pri-
brads pongguna diikoti dengan
sanksEl terhadap kelalaian atau
pelangearan. Halini akan men-
dorong pengendaly data pribadi
untuk meneraplian best pracicos
guna melindung data prabadi
pengewna. {Snant B2



